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ABSTRAK

Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara
selalu menjadi pusat cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai
objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu negara, itmu hukum tata negara,
ilmu hukum kenegaraan, hukum administrasi, dan ilmu administrasi
pemerintahan. Salah satu masalah pokok yang menjadi pusat perhatian ilmu
politik dan ilmu hukum tata negara sepanjang sejarah adalah mekanisme
hubungan anfara negara dan rakyat dalam suatu negara. Kepentingan negara
biasanya diwakili oleh pemerintah, sedangkan kepentingan rakyat terlembagakan
melalui parlemen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kewenangan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam melakukan pemantauan dan
evaluasi peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah dan untuk mengetahui
pemantauan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah oleh Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia berkaitan dengan Konsep Otonomi
Daerah.

Perulisani ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif,
Peneliti menjelaskan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa
aspek yang diteliti dalam perundang-undangan.

Simpulan Kewenangan DPD RI Dalam Melakukan Pengawasan Dan
Evaluasi Perda Serta Raperda adalah Kewenangan DPD dalam mengawasi perda
serta raperda hanya bersifat konsultif schingga tidak ada kewajiban bagi
pemerintah daerah untuk menjalankan rekomendasi oleh DPD. Sifat konsultif
tersebutlah yang membuat pengawasan DPD masih sangat lemah, oleh karenanya
untuk memperkuat kewenangan tersebut diperiukannya aturan yang mewajibkan
pemerintahan daerah untuk menjalan rekomendasi yang diberikan oleh DPD
sehingga wewenang pengawasan dan evaluasi tersebut dapat bekerja secara
maksimal dan Kesesuaian Pengawasan Perda dan Raperda Oleh DPD RI
Berdasarkan Konsep Otonomi Daerah adalah Kewenangan DPD dalam
mengawasi dan miengevaluasi perdd, dimiana Konsep ofonorii daerali di Indonesia
tidaklah mumi otonomi karena Indonesia merupakan negara kesatuan, dan
ditinjau berdasarkan teori negara kesatuan, pemerintahan pusat memegang kendali
penuh atas penyelenggaraan negara disetiap daerahnya, sehingga pemerintahan
pusat dan pemerintahan daerah tidak dapat terpisahkan, pengawasan yang
dilakukan oleh pemerintah pusat merupakan hubungan timbal balik. Peran DPD
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BABI1V
PENUTUP
A Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis
hukum sebagaimana dikemukakan diatas, mak.;t dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Proses Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam
Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Perda Dan Raperda adalah
Keéwenangdn DPD dalam mengawasi perda serfa raperdd hanya bersifat
konsultif sehingga tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk

| ankan rekomendasi oleh DPD. Sifat konsultif tersebutlah yang

menjal

buat pengawasan DPD masih sangat lemah, oleh karenanya untuk

kuat kewenangan tersebut diperlukannya aturan yang mewajibkan
mempe

pemerinishait 272

. wewenang pengawasan dan evaluasi tersebut dapat bekerja

ocara maksimal
P erda Dan Raperda Oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik

untuk menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh

2. pemanta’ .
. nerkaitan Dengan Konsep Otonomi Daerah adalah Kewenangan
Indon*

mengawasi dan mengevaluasi perda dan raperda yang diatur
ppD 42

gala™ .
o DPD dan DPRD sudah sesuai dengan konsep otonomi daerah dj
P

pasa] »49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang MPR,

osia, dimana konsep otonomi daerah di Indonesia tidaklah murnj
ndo!

gaoo‘“i karena Indonesia merupakan negara kesatuan, dan ditinjau
o
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berdasarkan teori negara kesatuan, pemerintzhan pusat memegang kendzl;
penuh atas penyelenggaraan negara disetiap daerzhnya, sehinggz
pemerintzhan pusat dan pemerintzhan daerah tidak dapat terpisarian

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintzh pusat merupzkan b

=
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timbal balik. Peran DPD sebagai pemerintahan pusat dalam hal int sebzgai

jembatan dalam mengharmonisasikan hukum nasional.

B.  Saran-Saran
Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudzh penilis paparian,
penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil peneletian ini peneliti berharap adanya aturan tambahan
yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menjalankan hasil rekomendasi
yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

H kewenangan Dewan Perwakilan Dacrah Republik Indonesia
::gg;cmm pengawasan dapat berjalan secara maksimal.

2. Peneliti jug2 berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih

pcmikjm bagi pembaca untuk melakukan penelitian terkait lembaga

negara di Indonesia yang nantinya dijadikan sebagai pertimbangan

pemcfiﬂ“‘h untuk membuat kebijakan yang lebih baik.
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